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Perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus, sering kali
muncul perselisihan dan konflik yang dapat mengancam keharmonisan rumah
tangga. Salah satu penyebab konflik yang sering terjadi yaitu masalah harta
benda. Harta dalam perkawinan merupakan dasar materiil bagi kehidupan
keluarga guna mwujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia, dan kekal.
Apabila sering terjadi perselisihan tidak bisa dipungkiri dapat menimbulkan
perceraian antara suami isteri. Akibat hukum atas perceraian tentu sangat
membayangi terutama terkait dengan harta masing-masing pihak, baik yang
dibawa masuk ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan.
Oleh karena itu, ada kalanya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan
hendak membuat perjanjian pranikah terlebih dahulu sebelum melangkah ke
jenjang perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini; 1) Bagaimana penerapan
perjanjian pranikah sebagai upaya pencegahan konflik mengenai harta dalam
perkawinan? 2) Bagaimana pandangan penghulu di KUA Kabupaten
Tulungagung tentang perjanjian pranikah sebagai upaya pencegahan konflik
mengenai harta dalam perkawinan?. Adapun yang menjadi tujuan dalam
penelitian ini adalah; 1) Mendeskripsikan penerapan perjanjian pranikah sebagai
upaya pencegahan konflik mengenai harta dalam perkawinan; 2) Menganalisis
pandangan penghulu di KUA Kabupaten Tulungagung tentang perjanjian
pranikah sebagai upaya pencegahan konflik mengenai harta dalam perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
reseach). Data primer berasal dari informan dengan menggunakan teknik
wawancara secara langsung dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berasal
dari buku, jurnal, dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Penerapan perjanjian pranikah
masih sangat terbatas, hanya beberapa pasangan yang pernah membuat perjanjian
pranikah. Perjanjian pranikah pernah diterapkan di beberapa KUA, sedangkan
KUA lainnya belum pernah menerapkan KUA. Calon pengantin yang cenderung
membuat perjanjian pranikah umumnya adalah pasangan yang sudah memiliki
harta sebelum menikah. Namun, sebagian besar calon pengantin masih enggan
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membuat perjanjian pranikah, Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu
kebanyakan calon pengantin masih menganggap perjanjian pranikah merupakan
hal yang tabu, kurangnya pemahaman calon pengantin terkait perjanjian pranikah,
prosedur pembuatan perjanjian pranikah dianggap rumit karena harus melibatkan
notaris. 2) Pandangan penghulu mengenai perjanjian pranikah terbagi dalam tiga
kelompok. Dua penghulu mendukung perjanjian pranikah sebagai langkah
preventif untuk mencegah konflik mengenai harta, khususnya bagi pasangan yang
telah memiliki harta sebelum menikah, karena perjanjian ini dapat memisahkan
harta dan memberikan aturan yang jelas mengenai pengelolaan harta. Dua
penghulu lainnya bersikap netral, menilai bahwa pembuatan perjanjian pranikah
sepenuhnya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya
paksaan. Sementara itu, satu penghulu kurang mendukung perjanjian pranikah
karena berpendapat bahwa pernikahan seharusnya didasari oleh rasa percaya dan
komunikasi yang baik, bukan oleh perjanjian yang bisa menumbuhkan keraguan
atau ketegangan dalam hubungan.
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The journey of married life does not always run smoothly, often there are
disputes and conflicts that can threaten the harmony of the household. One of the
causes of conflict that often occurs is property issues. Property in marriage is a
material basis for family life in order to realize a harmonious, prosperous, happy
and eternal family. If there are frequent disputes, it is undeniable that it can lead to
divorce between husband and wife. The legal consequences of divorce are
certainly very looming, especially related to the property of each party, both those
brought into marriage and those obtained during marriage. Therefore, there are
times when couples who are going to get married want to make a prenuptial
agreement first before stepping into marriage.

The formulation of the problem in this research; 1) How is the application
of a prenuptial agreement as an effort to prevent conflicts regarding property in
marriage? 2) What is the view of the head of the Tulungagung Regency KUA
about the prenuptial agreement as an effort to prevent conflicts regarding property
in marriage?. The objectives of this research are; 1) Describing the application of
prenuptial agreements as an effort to prevent conflicts regarding property in
marriage; 2) Analyzing the views of the head of the Tulungagung Regency KUA
on the prenuptial agreement as an effort to prevent conflicts regarding property in
marriage.

The research method used is field research. Primary data comes from
informants using direct interview techniques and documentation. While secondary
data comes from books, journals, and internet sites related to this research.

The results showed that; 1) The application of prenuptial agreements is
still very limited, only a few couples have made prenuptial agreements. People
who tend to make prenuptial agreements are generally couples who already have
property before marriage. However, most people are still reluctant to make
prenuptial agreements. The influencing factors are that most people still consider
prenuptial agreements to be taboo, lack of public understanding of prenuptial
agreements, and the procedure for making prenuptial agreements is considered
complicated because it must involve a notary. 2) The views of the headmen
regarding prenuptial agreements are divided into three groups. Two penghulu
support prenuptial agreements as a preventive measure to prevent conflicts over
property, especially for couples who already have property before marriage,

XXiii



because this agreement can separate property and provide clear rules regarding
property management. Two other penghulu were neutral, assessing that the
making of a prenuptial agreement was entirely dependent on the agreement of
both parties without any coercion. Meanwhile, one penghulu was less supportive
of prenuptial agreements, arguing that marriage should be based on trust and good
communication, not on agreements that could foster doubt or tension in the
relationship.
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